PROVINSI JAWA']TENGAH, EARE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

5 NOMOR 18 'I‘AHUN 2018 ; |
ST “ TENTANG |
o 'PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH e
- | TAHUN ANGGARAN 2018 ‘_ 2 | e
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

Menlmbang :a, bahwa sehubungan dengan E perkembangan keadaan yang
U Shh vl.menyebabkan pergeseran anggaran antar unit orgamsasa, antar

- menyebabkan sisa lebih - tahun anggaran . sebelumnya harus

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;:

“kegiatan, - dan*""--';:-_:_antar “jenis - belanja, ‘serta keadaan. yang R

. digunakan - untuk pemblayaan dalam tahun - angga.ran berjalan,
~ maka  perlu. dilakukan perubahan- Anggaran Pendapatan dan'_ S

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaliﬁana d1rnaksud dalam

p huruf a, ‘perlu membentuk Peraturan Daerah’ tentang Perubahan S

o .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Mengmgat : ;-Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indone31a, ‘-:

"' Tahun 1945;

" Tengah;:

2. Undang-Undang Nomor 13 Takun 1950 tcntang Pembentukanf
" Daerah- daerah Kabupaten dalam Llngkungan Prov1n31 Jawa

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan_b_.

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korup51 Kolusi, dan Nepotisme o

| - Tambahan Lembaran Negara chubhk Indonesia Nomor 3851); |

(Lembaran - Negara Repubhk Indones1a Tahun 1999 Nomor. 75 R

4. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara o

L (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2003 Nomor 47 L

gt - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor 4286); -
it Negara - - (Lembaran- Negara Republik Indonesia” Tahun 2004
' Nomor 4355);"

Pengelolaan ‘dan  Tanggung Jawab' Keuangan Negara (Lembaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang - Perbendaharaaﬁi
" Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesxa;’ -

. ,Undang-Undang Nombr 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan .

Negara Reépublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan

.- Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nornor 4400), N
. =Undang-Undang Nomor . 25 'Tahun - 2004 . tentang Slstem

Perencanaan Pembangunan Naswnal (Lembaran Negara chubhk_“ e

- Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara'
' Republik Indonesia Nomor 4421); - '

HJ.};Undang—Undang Nomor 33 'I‘ahun' 2004 tentang Perlmbangan o

© Keuangan antara’ Pemerintah dan Pernermtahan Daerah (Lembaran -
© Negara Repubhk Indonesia- Tahun 2004 ‘Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4438), -
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-9, Undang—Undang Nomor 28 ’I‘ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan . B
Retribusi Daerah (Lembaran Negara - ‘Republik ‘Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ‘

10.

Indonesia Nomor 5049); E
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

.. Peraturan - Perundang-undangan (Lembaran  Negara ‘Republik

11

Indonesia’ Tahun 2011 ‘Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara_ : |

~ Republik Indonesia Nomor 5234); - Tl
. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan PR
Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 R
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1ag-a_].*gf*'
- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir .=
- dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan - -
.- Kedua ' atas - Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
o Pemermtahan Daerah  (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia = -
~ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk BRI
Y'Indoneswl Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan GaJL-
~ Pegawai Negen Sipil. (Lembaran = Negara Republik - ‘Indonesia o

Nomor = 11, Tambahan Lembaran Negara  Republik - Indonesia

.~ . Nomor 3098), sebagalrnana telah diubah beberapa- kali terakhir

‘dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang =~

. Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7. =~
' Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negerl Slpll (Lembaran R

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang P'engelolaan‘ -
. Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik -
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lembaran Negara - -

o ~Republik Indonesm Nomor 4502), ‘sebagaimana telah diubah

* dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang -
- Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 23 ‘Tahun 2005
- tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1, ’I‘ambahan o
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); - - ol
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
- Pcnmbangan -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
- ~Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a
7 Nomor 4575), L
- '»_Keuangan Daerah - (Lembaran ~ Negara- Republik Indonesia =
- Tahun 2005 Nomor 140 ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk\?f o
- Indonesia Nomor 4578); :
“Peraturan Pemerintah’ Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman’ﬁ_ :
~ Pembinaan dan ‘Pengawasan 'Penyelenggaraan Pemerlntahanff’
.~ Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 -~ -

vl' E 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a

- . Nomor 4593);
- Keuangan dan’ Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran R

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan" ‘

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan o
- “Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

 Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 2010 Nomor 110), o : o



10,
20

21.

t- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas - .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang' L
" Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;: S
‘Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 32 Tahun 2011 tentang o
 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber =
~ dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah -

26,

‘V?}\Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar o
Akuntansi- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia =~ -
Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara chubhk‘

Indonesia Nomor 5165); -

Peraturan Pemerintah Nomor 30 ’I‘ahun 2011 tentang ijaman

‘ ,Daerah (Lembaran Negara - Repubhk Indonesia Tahun - 2011

Nomor - 59, ‘Tambahan Lcrnbaran Negara Repubhk Indones:a g

Nomor 52 19); - - o
Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang beah kepada'

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia - Tahun 2012 ,_?' :

. ‘Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa
~ Nomor 5272) :

" Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak -
 Keuangan dan Administratif Pimpinan ‘dan Anggota Dewanv‘ o
~ Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repubhk}v’

23,

 Indonesia Nomor 6057); = . . R
Peraturan - Pemermtah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar R
 Pelayanan Mlmmal (Lembaran ‘Negara.  Republik . Indonesia:
- Tahun 2018 .Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6178); =~~~ = o

Peraturan Presiden Nomor 16 'I‘ahun 2018 tentang Pengadaan:

" Barang dan Jasa Pemenntah (Lembaran Ncgara chubhk Indones1a S

Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Ne}gen Nomor 13 ’I‘ahun 2006 tentang',.;,j,::.
" Pedoman Pengelolaan Keuangan - ‘Daerah, sebagaimana telah .

- “diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

B - diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

. Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas

. ~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang ‘,i;}

- Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber =
.- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlta Negaraj“-_

Repubhk Indonesia Than 2018, Nomor 465);

Peraturan Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang-_f.*"
‘Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah B
. Tahun Anggaran 2018; el .
‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017

- tentang Anggaran Pendapatan ‘dan  Belanja ‘Daerah Tahun
‘Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

o _,,Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan :

. dan - - S
BUPATI KARANGANYAR f I

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH ’I‘ENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



IR Pasal 1 ' ' . G
3Anggaran Pendapatan dan’ Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 20 18‘ '

semula berjumlah’ Rp 2. 150.630.160.000,00 bertambah sejumlah
Rp 129. 211.722,00,. sehmgga menJadl Rp 2 279 841 882 000 00 S

dengan rincian sebaga1 benkut

oa Pendapatan

1) Semula - :7'; Rp 2 053 585. 660 OOO 00
2) Bertambah ~ Rp 54 293.166.000, 00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan 1331 e ;"Rri" 2. 107.8’78'.826’.00’0,00“?-;"’f‘f B

L. '1) Semula Rp 2 150.630.160.000,00
R 2) Bertambah Rp -~ 129.211.722.000,00

Jumlab Belan_ya

. . Surplus / (Deﬁ51t) (Rp --171.963.056.000,00) .-
c. ‘Pemblayaan el R
- 1) Penerimaan -, L R

&) Semula.  Rp  107.044.500. ooo 00
.,.b) Bertambah Rp [; 79.918.556.000,00 . .

."’>2)"Pengeluaran A ‘ L
~ a) Semula. Rp 10 000 000 OOO OO”.‘;- o

 setelah Perubahari‘ IR R_p'!2;27’9’.’84'1.882.000,0_0)__-;

b Bertambah Rp  5.000.000.000 oo‘g S Comaend

- Jumlah Pengeluaran |

: setelah Perubahan . Rp , 15000000000,00

. o Jumlah Pemblayaan Netto setelah e
7 Pertbahan’ e e ~ Rp  171.963.056.000,00 -

‘S1sa Leblh Pemblayaan Anggaran I
setclah Perubahan Tl . Rp . 000

- Pasal 2

i (1) Pendapatan ‘sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 huruf a, terd1r1 S

dari:

a. Pendapatan Ash Daerah T

1) Semula Rp 317 469. 444 OOO OO
o '.',2) Bertambah Rp 9.631. 199 000,00

Jumlah Pendapatan Ash Daerah , - we L
- setelah Perubahan SRR Rp 327 100 643 000 oo, e

b;’f "Dana Pcnmbangan _ oL T
1) Semula  Rp 1.347.443.404.000,00
e .02] Bertambah ‘Rp . 8.030.058.000, 00

Jumlah Dana Per1mbangan S S
Sctelah Perubghan .~~~ Rp »1.355.473.462.000,00



(2) Pendapatan Ash Dae
~ hurufa, terdiri dan _]ems pendapatan
- a. '

- ' Daerah yang dlplsahkan
) Setelah Perubahan R

“C. Lam lam Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Semula
12) Bertambah Rp

- 1) Semula
2) Bertambah Rp

. ,Retrlbum Daerah
.~ . 1) Semula
2 Berkurang Rp

Rp

 388.672.812.000,00 - B

::"Jumlah La1n laln PI
'Daerah yang Sah S
- ’setelah Perubahan S

Pajak Daerah .
‘Rp|

36.631.909.000,00 - R |

endapatan o e

rah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) B

 136.000.000.000,00 o

115.029.000.000,00 -

‘Jurnlah PaJak Daerah. A

“Rp

"23 162.915.000,00

. (3.577.374.000,00)

- ""Jumlah Retrlbu81 Daerah
- Setelah Perubahan

Rp|

. ", ,Rp_.

. Hasﬂ Pengelolaan Kekayaan
‘Daerah yang d1plsahkan
1) Semula
: 2) Bertambah Rp

13, 054 053.000 oo’,_l'f_ L
11.079.573.000,00

Jumlah Hasﬂ Pengelolaan Kekayaan  . '

" Rp

RP

-d. Lam-laln Pendapatan Ash Daerah
© 1) Semula
2) Berkurang Rp|.

145.252.476.000, 0,00 Lo
© {2.900.000.000 00) o

L ”Jumlah La1n 1a.1n Pendapatan ’v o

" Asli Daerah ST
' "‘iv"setelah Perubahan AREETE

. ,Jumlah Dana AlokaSI Umum T
N Setelah Pembahan ) s

i a.

1) Semula.

| Rp|
- 2) Bertambah Rpi

;Dana Penmbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b L
- terdiri dari jenis pendapatan : : v , '

-Dana Bagi Hasil PaJak/ Bagl Hasﬂ
- Bukan Pa_]ak :

36 500.435.000, 00
~ 8.030.058.000,00

. Dana Aloka81 Umum Lo
1) Semula p
':»2) Bertarnbah sz S

Jumlah Dana Bagl Hasil Pa_]ak /
‘ ‘Bagi Hasil Bukan PaJak o
,setelah Perubahan

Rp o 44.53‘0'.493.000,0d S

978, 664 650 000 00 Lo
000

"~ Rp  978.664.650.000,00

425*304 ’721 000 0
© 151.020.000.000,00
19.585.541.000,00
14, 133.626.000,00 R

142 352 476 000,00



o -c Dana Aloka81 Khusus B IR,
1) Semula  Rp 332278, 319 000,00
- 2) Bertambah Rp Lo .0 10,000

: D:Y”‘Jumlah Dana Alokas1 Khusus

 pada- ayat (1) huruf c, terd1r1 dar1 _;ems pendapatan
~a. Hibah - :

1) Semula  Rp ~ 77.660.600. 000,00
2 Berkurang Rp (925 700.000 00)‘

,'Y'Jumlah Pendapatan Hlbah

T b, Dana Bag1 Hasﬂ PaJak dan Pl‘OplIlSl , .
~ . 1) Semula. - Rp  103.533.194.000,00
2 Bertambah Rp © 27.000.000.000,00 o

- Jumlah Dana bag1 Hasﬂ Pa_]ak

o 'c.'jDana Penyesualan dan Otonomx
; R )] Semula p 207 479 018 000 00 AR
9 Berkurang Rp  (389.581.000,00)

R ,',Jumlah Dana Penyesualan dan |
~ Otonomi Khusus

oood. Bantuan Keuangan dari Prov1ns1 atau
- dari pemerintah daerah lalnnya .
. " 1)Semula: - Rp L 0 00_‘:] R
2 Bertambah Rp 10, 947 190 000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
~ atau dari pemerlntah daerah lalnnya o

Pasal 3

~dari:

- a. Belanja T1dak Langsung

1) Semula. - Rp - 1 .433. 352 831 000 00
- ,2) Berkurang Rp  (4.775.396.000 00)

L 8 Jumlah Belanja T 1dak Langsung

: b ‘Belan_]a Langsung co o S ’_ U
1) Semula " Rp o 717.277. 329 000,00 -
o '}*2) Bertambah Rp  133.987.118. 000,00

Jumlah Belanja Langsung Lo T ,
,_setelah Perubahan PN ,?; - Rp. 851.264.447.000,00 |

_, setelah Perubahan o Rp 332 278 319 OOO OO

(4) Lam-lam Pendapatan Daerah yang sah sebagalmana dnnaksud o

‘} setelah perubahan R }Rp_v ' 130533194000,00

IR ,setelah Perubahan | o RP 207089437000»00

. setelah Perubahan SRS Rp 1'0.947.;19‘0,000,0‘0_,* i

(1) BelanJa sebagaunana dlmaksud dalarn Pasal 1 huruf b terdm. ; - :»



[ T

(2) Belanja T1dak Langsung sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) o
huruf a, terdiri dari jenis belanja .
a. Belanja Pegawai . '
1) Semula Rp 1.032.868. 204 000 00
. 2) Berkurang Rp  (41.780.015.000 00)

- “Jumlah Belan_]a Pegawal o L e e

Setelah Perubahan . Rp  991.088.189.000,00 '

- b. BelanJa Hlbah . o - |
L 1) Semula  Rp - 82.315.056.000,00

. 2) Bertambah Rp 113.189.300.000,00

' Jumlah Belanja Hlbah e I S
o Setelah Perubahan ~ Rp’  95.504.356.000,00
o c. »BelanJa Bantuan 8031a1 S o ’ |
- 1) Semula  Rp ‘ 4,625, 000 000 00,
2) Bertambah’ Rp j’ ~ 200.000.000,00 o

' JumlahBantuanSosml oo ST T e
setelah Perubahan .~ Rp ~  4.825.000.000,00 .

E d.bﬂ Belan_]a Bag1 Hasﬂ ST
1) Semula - Rp  15.916.292.000,00
‘_2) v Bertambah Rp 11.502.900.000,00

- bJumlah Belan_]a Bagl Hasﬂ ST
setelah Perubahan ~  Rp  17.419.192.000,00

e _Belanja Bantuan Keuangan - T
- - 1)Semula  Rp 295 128. 279 000 00" L
-~ 2)Bertambah Rp  22.112.419.000,00

v Jumlah Belanja Bantuan Keuangan .

. sctelah Perubahan  Rp 317.240.698.000,00
f. ’Belan_]a T1dak Terduga S g - | |
“I)Semula . Rp 2. 500 00‘0 000, OO S
2) Bertambah Rp -~ - 0,00

Jumlah Belan_]a Tidak Terduga '

- (3) Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, ‘
 terdiri dari j jenis belanja ’ : ’

" a. Belanja Pegawai L '

~ 1) Semula Rp ”'30.972.762.100;00

2) Bertambah Rp 1.198.530.000,00

Jumlah Beiahja Pega‘waiv o

_ setelah Perubahan ~ Rp  82.171.292.100,00

Setelah Perubahan S Rp 2 500 000 000,00 - -



'«b

Belan_]a Barang dan Jasa -

1) Semula  Rp  454.111.597.098, 00
2 Bertambah Rp ~ 61.171.937.881,00

:'Jumlah Belanja Barang dan Jasa [ R R
: setelah Perubahan T . Rp 515.283.‘53_4.‘979,00 o

. BelanJa Modal TN ’
- 1) Semula Rp 232 192 969 802 00
’2) Bertambah ‘Rp  71.616.650.119,00

o '»Jumlah Belan_]a Modal

setelah Perubahan } 'f Rp. Ii  :303}.809.6-1_’9‘.‘921,‘00: -

Pasal 4

(1) Pemblayaan sebaga1mana dlmakSud dalam Pasal 1 huruf c, terdm,_f :
.. dari: : : - A R -

Penerlmaan SRR 3*" ’

1) Semula Rp' 107I044.5’oo;000,'00»

2) Bertambah Rp 7991855600000

vJumlah Penenrnaan

setelah Perubahan  Rp  186.963.056.000,00

Pengeluaran " R

1) Semula Rp" 10 000 000. oo'o'oo P

o 'J urnlah Pengeluaran

BRI setelah Perubahan - l_  Rp’:':_ 15. ooo ooo ooo oo -
SR B M(2) Penerlmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, terdm -

_ ... dari jenis pemblayaan , coen S

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran '

. Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

~ DSemula  Rp  107.044.500.000, 00
2 Bertambah Rp 79.918.556.000,00

| -Jumlah SILPA

 setelah Perubahan R 1»86’.'95'3.056;000;3‘00';27 o

. Penerlmaan Kembah Pemberlan Plnjaman f’ TR
‘1)Semula  Rp =~ 000 o
_2) Bertambah Rp 0, 00

}Jumlah Penerlmaan Kembah Pemberlan ijaman P
setelah Perubahan Rp ... 000

. Penankan dan AMU Bank J ateng _
. 1)Semula  Rp - 0 00 -
e   :,2) Bertambah Rp B 0, 00

S : .PJumlah Penarlkan Dar1 AMU Bank Jateng L e
L ’_Setelah Perubahan R Rp . 0,00



Daerah

d Sharlng Cadangan TuJuan Dar1 Bank J ateng

1)Semula  Rp - - 0,00
2) Bertarnbah Rp o 000
| _ -Jumlah Sharmg Cadangan ’l‘u_]uan Dari Bank Jateng I
~ Setelah Perubahan SRR Rp ‘ : 0,00
" e. Sisa Saldo Laba : L
~ )Semula ~ Rp. -~ 0,00
~ 2)Bertambah Rp -~ 0,00

1) Semula. N
'2) Bertambah Rp

Jumiéh Sisa Saldo Laba R
Setelah Perubahan R " Rp -~ 0,00
(3) Pengeluaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri L
_ dari jenis pembiayaan : S v
A Penyertaan modal/ 1nvesta31 Pemermtah

' .Rp  10.000.000. 000, oo.

- 5.000.000.000 00_ -

. Jumlah Penyertaan modal/ 1nvesta81 :
' Pemerintah Daerah &

115.000.000.000,00

- setelah Perubahan = = Rp
b Pémbayafah Hutang S
‘1)Semula Rp - - 0,00
2) Bertambah’ Rp . 000
Jumlah Pembayaran Hutang D U
setelah Perubahan R “Rp 0,00

Pasal 5 . v, N

. Uralan leblh lanJut Perubahan ‘Anggaran Pendapatan dan Belan_]aa |
‘Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

- a. Lamplranl

e Lampiran V. :

L “LamplranVI |

. / g Lamplran VII'

b. Lamplran II |
c. Lampiran III :

. d. Lampirah IV -

:  Daftar

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan ‘yang tidak" v
& terplsahkan dan Pcraturan Daerah ini, terdiri dari : B
: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
- dan Belanja Daerah; o
: 'Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
- ‘ Urusan
o Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD' o

dan Belanja  Daerah  menurut

R1n01an Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja = Daerah ‘menurut - Urusan'.
~ Pemerintahan Daerah ‘Organisasi = SKPD,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ' .
~ Rekapitulasi - Perubahan Belanja ‘menurut
- Urusan . Pemerintahan Daerah, = Organisasi
~ SKPD, Program, dan Kegiatan; - o
Rekapltulam Perubahan Belanja  Daerah

~untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
Perubahan Jumlah
Golongan dan Per Jabatan;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

Pegawal - Per

~telah ditetapkan dengan Pcraturan Daerah;



. h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
. . - sebelumnya yang belum diselesaikan dan
- - dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
i. Lampiran IX :  Daftar Pinjaman Daerah dan Obhgasx Daerah.

' Pasal 6
Bupat1 menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebagai landasan Opcraswnal pelaksanaan. - .

Pasal 7 '
 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan ‘
. Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan
© - Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
- Daerah Kabupaten Karanganyar :

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Oktober 2018
BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar -
~ pada tanggal 15 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd

SAMSI

© LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2018 NOMOR 18

“ " NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA
-, TENGAH: (18 /2018)

Salinan sesuai dengan é.slinya .
- SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ZULFIK§H’ DIDH, S.H.
NIP. 19750311 (199903 1 009
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